PERSYARATAN, RETRIBUSI, MASA BERLAKU DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERIZINAN

1. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL 

DASAR HUKUM :

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

PERSYARATAN :

1. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh Direksi/Pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;

2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan (apabila ada) dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan;

3. Rekaman anggaran dasar bagi badan usaha koperasi, yayasan, dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang serta NPWP perusahaan;

4. Rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP untuk usaha perorangan.

5. Rekaman KTP dan NPWP para pemegang saham

6. Keterangan rencana kegiatan : 

a. Untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;

b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.

RETRIBUSI :

Bebas Retribusi

MASA BERLAKU :

Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun

STANDAR PELAYANAN : 3 (Tiga) hari kerja
2. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

DASAR HUKUM :

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

PERSYARATAN :

1. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh Direksi/Pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;

2. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada;

3. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;

4. Keterangan rencana kegiatan :

a. Untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;

b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.

5. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan, harus melampirkan :

a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

b. Bukti diri pemegang saham baru dan NPWP;

6. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; :

7. Rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan;

8. Tanda terima penyampaian LKPM;

9. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan).

RETRIBUSI :

Bebas Retribusi

MASA BERLAKU :

Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun

STANDAR PELAYANAN : 3 (tiga) hari kerja
3. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

DASAR HUKUM :

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

· Perubahan Rencana Penanaman Modal yang tercantum dalam izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan antara lain mencakup perubahan : 

· Nama Perusahaan;

· Alamat perusahaan

· NPWP;

· Lokasi proyek;

· Ketentuan bidang usaha mencakup jenis dan kapasitas produksi;

· Pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun;

· Rencana investasi;

· Modal perseroan dan sumber pembiayaan;

· Penyertaan dalam modal perseroan;

· Luas tanah;

· Tenaga kerja Indonesia;

· Rencana waktu penyelesaian proyek.

PERSYARATAN :

1. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh Direksi/Pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;

2. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang mencantumkan lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan yang dimohonkan untuk diubah;

3. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;

4. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir;

5. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);

RETRIBUSI :

Bebas Retribusi

MASA BERLAKU :

Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun

STANDAR PELAYANAN : 3 (tiga) hari kerja
4. IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL

DASAR HUKUM :

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

PERSYARATAN :

1. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh Direksi/Pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;

2. Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung :

a. Rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya;

b. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;

c. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk RUPS / Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham atau Akta Perubahan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara RUPS;

d. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir;

3. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;

4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan diterbitkan terpisah untuk sektor industri dan selain sektor industri;

RETRIBUSI :

Bebas Retribusi

MASA BERLAKU :

Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun

STANDAR PELAYANAN : 3 (tiga) hari kerja
5. IZIN USAHA UNTUK BERBAGAI SEKTOR USAHA 

DASAR HUKUM :

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

PERSYARATAN :

1. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh Direksi/Pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;

2. Rekaman Izin Prinsip;

3. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;

4. Rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari :

a. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan atau sertifikat Hak Atas Tanah dan IMB;

b. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan berupa rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa :

· Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri

· Minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan terhitung sejak tanggal permohonan diajukan.

c. Bukti afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan.

5. Rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP untuk usaha perorangan.

6. Rekaman KTP dan NPWP para pemegang saham;

7. Rekaman Izin Gangguan;

8. Dokumen Lingkungan;

9. Tanda terima penyampaian LKPM.

RETRIBUSI :

Bebas Retribusi

MASA BERLAKU :

Izin berlaku selama usahanya masih berjalan
STANDAR PELAYANAN : 3 (tiga) hari kerja
6. IZIN USAHA PERLUASAN UNTUK BERBAGAI SEKTOR USAHA

DASAR HUKUM :

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

PERSYARATAN :

1. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh Direksi/Pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;

2. Rekaman Izin Prinsip DAN Izin Usaha;

3. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;

4. Rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari :

a. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan atau sertifikat Hak Atas Tanah dan IMB;

b. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan berupa rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa :

· Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri;

· Minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan;

c. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai bila :

· Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki  afiliasi;

· Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dilahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;

· Afiliasi tersebut diatas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan;

d. Hubungan afiliasi, mencakup :

· 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan; atau

· Perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;

5. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek;

6. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);

7. Rekaman Izin Lingkungan;

8. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);

9. Tanda terima penyampaian LKPM;

10. Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki.

RETRIBUSI :

Bebas Retribusi

MASA BERLAKU :

Izin berlaku selama usahanya masih berjalan

STANDAR PELAYANAN : 3 (tiga) hari kerja

7. IZIN USAHA PERUBAHAN UNTUK BERBAGAI SEKTOR USAHA

DASAR HUKUM :

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

· Perubahan realisasi Penanaman Modal mencakup perubahan : 

· Lokasi Proyek;

· Ketentuan Bidang Usaha mencakup :

· Jenis produksi akibat dari dilakukannya diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/investasi dan dalam lingkup KBLI yang sama; atau

· Kapasitas produksi yang tercantum dalam Izin Usaha tidak sesuai dengan kapasitas terpasang di lokasi proyek berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau :

· Pemasaran dan nilai ekspor per tahun;

· Masa berlaku izin Usaha;

PERSYARATAN :

1. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh Direksi/Pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;

2. Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang mencantumkan lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan yang dimohonkan untuk diubah;

3. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;

4. Untuk perubahan lokasi proyek dan/atau alamat perusahaandilengkapi dengan data pendukung berupa :

· Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor / gudang berupa akta jual beli oleh PPAT atas nama perusahaan, sertifikat hak atas tanah dan IMB;

· Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan berupa rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri dan minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan terhitung sejak tanggal permohonan diajukan;

· Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai bila :

· Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki  afiliasi;

· Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dilahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;

· Afiliasi tersebut diatas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan;

· Hubungan afiliasi, mencakup :

· 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan; atau

· Perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;

5. Kelengkapan perizinan daerah;

6. Akta perubahan tempat kedudukan;

7. Rekaman NPWP sesuai lokasi proyek atau alamat perusahaan yang baru;

8. Tanda terima penyampaian LKPM;

RETRIBUSI :

Bebas Retribusi

MASA BERLAKU :

Izin berlaku selama usahanya masih berjalan

STANDAR PELAYANAN : 3 (tiga) hari kerja

8. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL

DASAR HUKUM :

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

PERSYARATAN :

1. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh Direksi/Pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;

2. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa Izin Prinsip Penggabungan perusahaan;

3. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;

4. Legalitas lokasi proyek berupa :

· Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor / gudang berupa akta jual beli oleh PPAT atas nama perusahaan, sertifikat hak atas tanah dan IMB;

· Perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan berupa rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri dan minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan terhitung sejak tanggal permohonan diajukan;

· Perjanjian pinjam pakai :

· Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki  afiliasi;

· Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dilahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;

· Afiliasi tersebut diatas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan;

· Afiliasi, mencakup :

· 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan; atau

· Perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;

9. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek;

10. Dokumen Lingkungan;

11. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);

12. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir;

RETRIBUSI :

Bebas Retribusi

MASA BERLAKU :

Izin berlaku selama usahanya masih berjalan

STANDAR PELAYANAN : 3 (tiga) hari kerja

9. IZIN USAHA RUMAH MAKAN

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2009 tentang izin usaha Rumah Makan

2. Perbup No. 100 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Rumah Makan

RUANG LINGKUP USAHA :

1. Izin Usaha Restoran

2. Rumah Makan

3. Tempat Makan

4. Jasa Boga

PERSYARATAN :

a. Baru

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar

2. Bukti diri yang sah

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kecuali bangunan tidak permanen

4. Izin Gangguan, kecuali pada lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Surat persetujuan dari pemilik, jika tanah/bangunan yang dipakai usaha bukan miliknya

6. Rencana tapak dan studi kelayakan, kecuali usaha tempat makan

7. Akta Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan

8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

RETRIBUSI :

Bebas retribusi

STANDAR PELAYANAN : 6 (enam) hari kerja

CATATAN :

1. Izin berlaku selama kegiatan usahanya masih berjalan

2. Dalam hal terjadi pemindahan kepemilikan, perubahan nama dan/atau lokasi usaha, perubahan golongan/kelas harus dilaporkan kepada Bupati cq. Kepala BPMPP

10.  IZIN USAHA SALON KECANTIKAN

DASAR HUKUM :

Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banyumas No. 11 Tahun 1994 tentang Usaha Salon Kecantikan 
PERSYARATAN :

a. Baru

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar;

2. Foto copy Akta pendirian perusahaan apabila pemohon Badan Hukum atau Kartu Tanda Penduduk apabila pemohon perorangan;

3. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

4. Foto copy Izin Tempat Usaha kecuali bagi usaha salon kecantikan type D;

5. Foto copy sertifikat atau Surat Tanah;

6. Gambar lokasi dan denah ruang Tempat Usaha;

7. Uraian singkat tentang usaha yang diselenggarakan;

8. Daftar susunan pengurus dan jumlah tenaga kerja;

9. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

10. Foto copy Ijasah Nasional dibidang kecantikan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Daftar Ulang/Perpanjangan

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar

2. Foto copy Akta pendirian perusahaan apabila pemohon Badan Hukum atau Kartu Tanda Penduduk apabila pemohon perorangan;

3. Fotocopi Izin Usaha Salon Kecantikan yang lama

c. Pemindahtanganan Izin

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar

2. Foto copy KTP bagi pemohon perrorangan atau foto copy akta pendirian Badan Hukum bagi Pemohon Badan Hukum;

3. Foto copy surat keterangan kematian Pemegang Izin dan surat pernyataan tidak berkeberatan dari para ahli waris bahwa perusahaan dibaliknamakan kepada Pemohon yang dilegalisir oleh Pejabat Wilayah setempat;

4. Foto copy surat perjanjian pemindahan hak yang dilegalisir oleh Pejabat Wilayah setempat.

5. Izin Usaha yang bersangkutan.

RETRIBUSI :

Bebas retribusi
MASA BERLAKU : 5 (Lima) Tahun
STANDAR PELAYANAN : 6 (enam) hari kerja
11.  IZIN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN

DASAR HUKUM :

Pearaturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Usaha Hotel dan Penginapan

PERSYARATAN :

a. Baru

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar

2. Bukti diri yang sah;

3. Izin Mendirikan Bangunan;

4. Izin Gangguan;

5. Rencana Tapak dan Study Kelayakan;

6. Akta Pendirian Perusahaan;

7. Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. Klasifiksi Usaha

1. Usaha Hotel Bintang

2. Usaha Hotel Melati

3. Usaha Penginapan Remaja

4. Usaha Pondok Wisata

5. Usaha Tempat Indekost
RETRIBUSI :

Bebas retribusi
MASA BERLAKU : selama kegiatan usahanya masih berjalan

STANDAR PELAYANAN : 6 (enam) hari kerja

Catatan : 

· Untuk permohonan izin Usaha Penginapan Remaja, Usaha Pondok Wisata dan Usaha Tempat Indekost tidak dilampiri Rencana Tapak dan Study Kelayakan.

· Pemindahtanganan kepemilikan, perubahan nama dan/atau lokasi usaha hotel, usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata dan usaha tempat indekos wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dan Izin Usaha wajib diperbaharui sebagaimana Izin baru.

12.  IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 3 Tahun 2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

PERSYARATAN :

a. Persetujuan Prinsip Membangun atau Perluasan URHU

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar;

2. Rencana Tapak dan Study Kelayakan fisik ekonomi dan lingkungan;

3. Akta Pendirian Perusahaan;

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau bukti identitas diri untuk Usaha Perorangan;

5. Surat Keterangan Tanah;

6. Surat Keterangan dari Kantor Pusat bagi Cabang Usaha.

b. URHU yang bersifat Tetap/Permanen

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar;

2. Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan atau KTP dan/atau bukti identitas diri untuk Usaha Perorangan;

3. Surat keputusan persetujuan prinsip membangun atau perluasan usaha;

4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

5. Surat Izin Gangguan (HO) atau Izin Tempat Usaha;

6. Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, UKL-UPL atau AMDAL sesuai dengan sifat dampak jenis usaha;

7. Surat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk usaha Panti Pijat, Kelab Malam, Panti Mandi Uap dan Diiskotik;

8. Daftar Karyawan;

9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

c. URHU yang bersifat Sementara/Insidental

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar;

2. Surat bukti diri pemohon atau Akta Pendirian Perusahaan;

3. Proposal, sedikit-dikitnya memuat tentang maksud dan tujuan, rencana kegiatan dan biaya operasionalnya, prediksi jumlah pengunjung, harga karcis dll;

4. Rekomendasi dari Satpol PP Kabupaten Banyumas;

5. Rekomendasi dari Dinporabudpar sesuai kewenangannya;

6. Rekomendasi dari POLRI menyangkut Izin Keramaian (untuk skala penonton dari luar wilayah oleh POLRES sedang untuk penonton skala 1 (satu) Kecamatan oleh POLSEK setempat;

7. Surat Keterangan Izin Menggunakan Tempat.

RETRIBUSI :

Bebas retribusi
MASA BERLAKU : 

· Persetujuan Prinsip Membangun berlaku 3 (tiga) tahun;

· Izin URHU Tetap/Permanen berlaku untuk jangka waktu selama usahanya masih melaksanakan kegiatan, dengan ketentuan setiap 5(lima) tahun sekali wajib mendaftar ulang;

· Izin URHU yang bersifat sementara/incidental hanya berlaku selama kegiatan/pertunjukan tersebut diselenggarakan sesuai dengan Izin yang diberikan.

STANDAR PELAYANAN : 6 (enam) hari kerja
13.  IZIN USAHA PERDAGANGAN (IUP)

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

2. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 46/M-DAG/PER/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
PERSYARATAN :

a. Baru / Daftar Ulang/ Perubahan

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai cukup dengan lengkap dan benar (PT, CV, Koperasi, Perorangan)

2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang serta Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan (untuk Perseroan Terbatas/PT)

3. Fotocopi Akta Pendirian Perusahaan  yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Pengurus/Penanggujawab Perusahaan (untuk CV dan Firma)

4. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/ Pengurus Koperasi (untuk Koperasi)

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan (untuk Perorangan)

6. Foto copy NPWP

7. Foto copy Izin Gangguan

8. Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar / berwarna

9. Neraca Awal Perusahaan

10. SIUP Asli dilampirkan (apabila Daftar Ulang dan Perubahan)

11. Surat Permohonan perubahan bidang usaha dan data pendukung perubahan (apabila SIUP Perubahan)

b. Pemindahtanganan/Balik Nama

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai cukup dengan lengkap dan benar (PT, CV, Koperasi, Perorangan)

2. SIUP ASLI

3. Pas foto penanggungjawab ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

4. Akta Perubahan Perusahaan (PT, CV, Koperasi)

5. Foto copy surat perjanjian pengalihan hak atau surat pernyataan tidak keberatan dari ahli waris yang melampirkan foto copy surat kematian pemegang izin (bermaterai cukup)

c. Hilang / rusak

1. Surat permohonan

2. Foto copy SIUP lama apabila hilang/SIUP ASLI apabila rusak

3. Pas foto penanggungjawab ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

4. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (apabila hilang)

d. Pembukaan Kantor Cabang

1. Foto copy SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP

2. Foto copy dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan

3. Foto copy KTP dan Surat penunjukkan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan

4. Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan (Izin Gangguan)

RETRIBUSI :

Tidak dipungut Retribusi/Bebas Retribusi

MASA BERLAKU : selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali, wajib mendaftar ulang

STANDAR PELAYANAN : 3 (tiga) hari kerja
14.  IZIN USAHA TOKO MODERN

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 3 Tahun 2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

TOKO MODERN :

a. Berdasar luas lantai tempat usahameliputi minimarket (400 m2), Supermarket (di atas 400 m2 s.d 5000 m2), Departement Store (di atas 400 m2), Hypermarket (di atas 5000 m2), grosir yang berbentuk perkulakan (di atas 5000 m2)

b. Berdasar sistem penjualan dan jenis barang dagangannya meliputi minimarket, supermarket dan hypermarket (menjual secara eceran langsung kepada konsumen barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan cara pelayanan mandiri (swalayan), Departemen Store (menjual eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dan Grosir (berbentuk perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi).

LOKASI PENDIRIAN :

1. Wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota

2. Memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Berjarak paling sedikit 500 m dari Pasar Tradisional yang telah ada, kecuali pendirian Minimarket yang merupakan peningkatan usaha warung/toko oleh pemiliknya yang telah beroperasional paling sedikit 5 (lima) tahun;

4. Lokasi pendirian Minimarket berjarak paling sedikit 500 m dari warung/toko terdekat yang telah ada, kecuali pendirian Minimarket yang merupakan peningkatan usaha warung/toko oleh pemiliknya yang telah beroperasional paling sedikit selama 5 tahun;

5. Diutamakan bagi pelaku usaha yang berdomisili sesuai dengan lokasi pendirian Minimarket.

PERSYARATAN :

A. Umum

Melakukan analisa kondisi social ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan, kecuali pendirian minimarket

B. Teknis

1. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parker 1 unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 luas lantai penjualan.

2. Menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, sehat (higienis), aman dan tertib serta ruang public yang nyaman

C. Administrasi

· Toko Modern yang berdiri sendiri

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;

2. Hasil analisa kondisi social ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang

3. Foto copy Surat Izin Pendirian

4. Foto copy Surat izin Gangguan

5. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

6. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya

7. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

8. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku

9. Dokumen UKL dan UPL untuk usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kecuali Minimarket dengan luas tempat usaha sampai dengan 10.000 m2 atau dokumen AMDAL untuk luas tempat usaha di atas 10.000 m2.

10. SPPLH untuk usaha Minimmarket

· Toko Modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain 

1. Hasil analisa kondisi social ekonomi masyarakat 

2. Foto copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern

3. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya

4. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku

5. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern

6. Dokumen UKL UPL untuk usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kecuali Minimarket dengan luas tempat usaha sampai dengan 10.000 m2 atau dokumen AMDAL untuk luas tempat usaha di atas 10.000 m2

7. SPPLH untuk usaha Minimmarket

RETRIBUSI :

Bebas retribusi
MASA BERLAKU : 

Selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokkasi yang ditetapkan dalam surat izin usaha, dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 tahun.
STANDAR PELAYANAN : 6 (enam) hari kerja
15.  TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 4 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

2. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 37/M-DAG/PER/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

PERSYARATAN :

a. Baru/Daftar Ulang/Perubahan

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai cukup dengan lengkap dan benar 

2. Fotocopi Akta Pendirian Perusahaan dan fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada), fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan (untuk Perseroan Terbatas/PT)

3. Fotocopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Pengurus/Penanggujawab Perusahaan (untuk CV dan Firma)

4. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Pengurus Koperasi (untuk Koperasi)

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan (untuk Perorangan)

6. Fotokopi NPWP Perusahaan

7. Fotokopi Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

b. Balik Nama

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai cukup dengan lengkap dan benar

2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ASLI

3. Surat Keterangan Pemegang TDP dan Surat Pernyataan tidak keberatan dari para ahli waris bahwa perusahaan dibaliknama kepada Pemohon dan dilegalisir oleh Camat setempat atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-undang

c. Hilang/rusak

1. Surat Permohonnan

2. Foto copy TDP lama apabila hilang/ TDP ASLI apabila rusak

3. Surat keterangan Kehilangan dari Kepolisian (apabila hilang)

d. Kantor Cabang

1. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, surat penunjukkan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai kantor cabang, kantor pembantu atau perwakilan

2. Surat Keputusan pengangkatan Direktur Cabang

3. Foto copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan.

4. Fotokopi KTP atau passport penanggungjawab perusahaan

5. Fotokopi NPWP 

RETRIBUSI :

Tidak dipungut Retribusi/Bebas Retribusi

MASA BERLAKU : selama usahanya masih berjalan/beroperasi, 5 Tahun wajib daftar ulang

STANDAR PELAYANAN : 3 (tiga) hari kerja
16.  TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

DASAR HUKUM :

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 3 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Gudang (TDG)

PERSYARATAN :

a. Baru/Daftar Ulang

1. Mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar

2. Foto copy KTP Pemilik / penanggung jawab gudang

3. Pas foto pemilik/penanggung jawab ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

4. Foto copy Izin Lokasi bagi yang diwajibkan Izin Lokasi

5. Fotokopi Izin Gangguan

6. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan

7. Fotokopi Izin Usaha Perdagangan

8. Fotokopi IMB

9. Fotokopi bukti perjanjian pemakaian/penguasaan Gudang dengan Pemilik Gudang bagi Pengusaha yang menyewakan/memanfaatkan gudang pihak lain

10. Dokumen Lingkungan

11. TDG ASLI (apabila Daftar Ulang

b. Pemindahtanganan/Balik Nama

1. Mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar

2. Fotocopi KTP

3. Pas foto pemilik/penanggung jawab ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

4. Surat keterangan Pemegang TDG dan Surat Pernyataan tidak keberatan dari para ahli waris dibaliknama kepada pemohon dan dilegalisir oleh Camat setempat atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-undang

RETRIBUSI :

Tidak dipungut Retribusi/Bebas Retribusi

MASA BERLAKU : selama usahanya masih berjalan/beroperasi, 3 Tahun wajib daftar ulang

STANDAR PELAYANAN : 3 (tiga) hari kerja
17.  IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

DASAR HUKUM :

Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No : 41/M-IND/PER/6/2008 tentang ketentuan dan tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perluasan dan Tanda Daftar Industri

PERSYARATAN :

a.  Baru

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar;

2. Fotocopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan, fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada), fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan (untuk Perseroan Terbatas/PT);

3. Fotocopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik /Pengurus/ Penanggujawab Perusahaan (untuk CV dan Firma);

4. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/ Pengurus Koperasi (untuk Koperasi);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan (untuk Perorangan);

6. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

7. Foto copy surat persetujuan Prinsip;

8. Informasi kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek) (Form Model Pm-II);

9. Fotokopi Izin Gangguan;

10. Fotocopy Izin Lokasi;

11. Dokumen Lingkungan;

12. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu;

b. Pemindahtanganan Izin

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar;

2. Izin Usaha Industri yang bersangkutan;

3. Pas foto penanggungjawab 4 x 6 sebanyak 2 lembar;

4. Fotokopi surat perjanjian pengalihan hak atau surat Pernyataan Tidak Keberatan dari para ahli waris dengan melampirkan fotokopi surat kematian pemegang izin

RETRIBUSI :

Tidak dipungut Retribusi/Bebas Retribusi

MASA BERLAKU : selama usahanya masih berjalan/beroperasi

STANDAR PELAYANAN : 5 (lima) hari kerja

18.  TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

DASAR HUKUM :

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang ketentuan dan tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perluasan dan Tanda Daftar Industri

PERSYARATAN :

a. Baru

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar

2. Fotocopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan, fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada), fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan (untuk Perseroan Terbatas/PT)

3. Fotocopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Pengurus/Penanggujawab Perusahaan (untuk CV dan Firma)

4. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Pengurus Koperasi (untuk Koperasi)

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan (untuk Perorangan)

6. Fotokopi Izin Gangguan

7. Fotokopi Izin Usaha

8. Fotokopi NPWP Perusahaan

b. Daftar Ulang/Perpanjangan

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar

2. Fotocopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan, fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada), fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan (untuk Perseroan Terbatas/PT)

3. Fotocopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Pengurus/Penanggujawab Perusahaan (untuk CV dan Firma)

4. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Pengurus Koperasi (untuk Koperasi)

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan (untuk Perorangan)

6. Fotokopi Izin Gangguan

7. Fotokopi Izin Usaha

8. Fotokopi NPWP Perusahaan

9. Melampirkan TDI Asli

c. Pemindahtanganan/Balik Nama

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar

2. Fotocopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan, fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada), fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan (untuk Perseroan Terbatas/PT)

3. Fotocopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Pengurus/Penanggujawab Perusahaan (untuk CV dan Firma)

4. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Pengurus Koperasi (untuk Koperasi)

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan (untuk Perorangan)

6. Fotokopi Izin Gangguan

7. Fotokopi Izin Usaha

8. Fotokopi NPWP Perusahaan

9. Melampirkan TDI yang bersangkutan

10. Fotokopi surat perjanjian pengalihan hak atau surat Pernyataan Tidak Keberatan dari para ahli waris yang melampirkan fotokopi surat kematian pemegang izin

RETRIBUSI :

Tidak dipungut Retribusi/Bebas Retribusi

MASA BERLAKU : selama usahanya masih berjalan/beroperasi, 5 Tahun wajib daftar ulang

STANDAR PELAYANAN : 5 (lima) hari kerja
19.  IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol;

2. Perda Kab. Banyumas No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas No. 129 Tahun 1999 tentang Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol

PERSYARATAN :

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar;

2. Fotocopi KTP untuk Perorangan, dan fotokopi Akta Pendirian Perusahaan untuk Badan Usaha (baik yang tidak Badan Hukum maupun yang ber Badan Hukum)

3. Fotokopi Izin Gangguan

4. Fotokopi Surat Izin Usaha

5. Jumlah dan daftar minuman yang dijual dengan kadar alcohol yang dikandung masing-masing

6. Rekomendasi dari Polisi Sektor setempat bagi pengecer dan/atau penjual minuman beralkohol golongan A, B dan C

7. Gambar lokasi tempat penjualan minuman beralkohol

RETRIBUSI :

	No.
	Kepentingan
	Klasifikasi
	Tarif (Rp)

	1
	Tempat penjualan jamu, obat-obatan dan sejenisnya yang mengandung rempah-rempah khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan, dan tidak memabukkan
	-
	1.500.000,00

	2
	Hotel Bintang
	3
	5.000.000,00

	
	
	4
	7.500.000,00

	
	
	5
	10.000.000,00

	3
	Restoran
	Dengan tanda Sendok Garpu Emas dan Sendok Garpu Perak
	5.000.000,00

	4
	Kelab malam, Bar, Diskotik dan/atau usaha sejenisnya
	-
	6.000.000,00


MASA BERLAKU : Jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 5 tahun berikutnya, dengan ketentuan setiap tahun sekali wajib didaftar ulang.
STANDAR PELAYANAN : 3 (tiga) hari kerja
20.  IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN 
PENYOSOHAN BERAS

DASAR HUKUM :

1. Keputusan Kementerian Republik Indonesia No. 859/TP.250/11/98 tanggal 4 November 1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

2. Keputusan Kementerian Republik Indonesia No. 32/Permentan/OT.140/3/2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Proses Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

4. Keputusan Bupati Banyumas No. 521/293/2009 tentang Tingkat Kejenuhan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Banyumas Tahun 2009

PERSYARATAN :

a. Baru

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon perorangan atau foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Pemohon Badan Hukum;

3. Gambar lokasi / tempat perusahaan;

4. Jenis, merk dan kapasitas alat perlengkapan perusahaan;

5. Jangka waktu yang diperlukan untuk mendirikan perusahaan sampai siap untuk bekerja atau selesai diperluas;

6. Surat pernyataan/perjanjian penggunaan tanah dari pemilik tanah apabila perusahaan didirikan di atas tanah milik orang lain;

7. Rekomendasi dari Dinpertanbunhut;

8. Surat keterangan keselamatan kerja yang dinyatakan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja;

9. Foto copy Izin Tempat Usaha;

10. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan;

11. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

b. Perpanjangan Izin

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar

2. Izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras yang asli

3. Surat tanda bukti lunas pajak

c. Pemindahtanganan Izin

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar

2. Izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras yang asli

3. Surat keterangan kematian pemegang izin dan surat pernyataan tidak keberatan dari para ahli waris bila perusahaan dibaliknamakan atas nama pemohon

4. Surat perjanjian pemindahan hak apabila permohonan balik nama didasarkan pada perjanjian pemindahan hak

RETRIBUSI :

Tidak dipungut retribusi

MASA BERLAKU : 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya.

STANDAR PELAYANAN : 6 (enam) hari kerja
21.  IZIN LOKASI

DASAR HUKUM :

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015

PERSYARATAN :

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar;

2. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan, Foto copy Akta Pendirian perusahaan bagi Badan Hukum, Foto copy Anggaran Dasar bagi Koperasi;

3. NPWP;

4. Izin Prinsip Penanaman Modal;

5. Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP);

6. Pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup dengannya;

7. Uraian Rencana proyek yang akan dibangun / Proposal

RETRIBUSI :

Bebas retribusi

MASA BERLAKU :
3 (tiga) tahun

STANDAR PELAYANAN : 6 (enam) hari kerja

22.  IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

DASAR HUKUM
 : 

1. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung

2. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan

3. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Banyumas Tahun 2011-2031

4. Perda Kabupaten BanyumasNomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas;

PERSYARATAN ADMINISTRASI :

a. Baru

1. Mengisi formulir permohonan (bermaterai cukup)

2. Keterangan rencana daerah /advice planning

3. Fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi akta pendirian badan bagi pemohon badan

4. Fotokopi sertifikat tanah atau surat tanah lain yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah

5. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa

6. Surat perjanjian/pernyataan penggunaan tanah apabila bangunan didirikan di atas tanah orang lain

7. Persetujuan tetangga atau surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa/ Lurah yang menerangkan bahwa tetangga yang bersangkutan tidak mau memberikan persetujuaannya meskipun berdasarkan perhitungan teknis rencana bangunan telah memenuhi syarat dan telah disetujui oleh Perangkat Daerah Teknis Pembina Penyelenggara Bangunan;

8.  Data penyedia jasa perencanaan

9. Rekomendasi instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang fungsi khusus untuk bangunan gedung fungsi khusus

10. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal/UKL-UPL/SPPLH bagi rencana kegiatan dan/atau usaha yang memerlukan dokumen Amdal/UKL-UPL/SPPLH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Rekomendasi Perangkat Daerah Teknis/Instansi terkait untuk bangunan gedung di atas/bawah prasarana dan sarana umum

b. Rehabilitasi/Renovasi bangunan

1. Keterangan rencana daerah (advice planning)

2. Fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi akta pendirian badan apabila pemohon adalah badan

3. IMB yang akan direhabilitasi/direnovasi

PERSYARATAN TEKNIS :

a. Data umum bangunan

1. Fungsi/klasifikasi bangunan

2. Luas lantai dasar bangunan dan total luas lantai bangunan

3. Ketinggian/jumlah lantai

4. Rencana pelaksanaan, kecuali bangunan rumah tinggal

b. Rencana teknis bangunan gedung 

1. Gambar arsitektur, terdiri dari peta situasi, gambar situasi bangunan (site plan) dan gambar rencana meliputi gambar denah, tampak, potongan dan detail dengan skala 1:20, 1:50, 1:100, 1:200

2. Gambar sistem struktur

3. Gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal)

4. Perhitungan struktur untuk bangunan 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 m (enam meter) disertai hasil penyelidikan tanah

5. Perhitungan utilitas untuk bangunan selain hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret

TARIF RETRIBUSI :

1. Uuntuk bangunan dinyatakan per satuan luas lantai dalam meter persegi sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Untuk prasarana bangunan per meter persegi ditentukan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

3. Untuk menara telekomunikasi non komersial per meter persegi ketinggian menara sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)

4. Untuk menara telekomunikasi komersial per meter persegi ketinggian menara sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

STANDAR PELAYANAN : 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan terpenuhi dengan lengkap dan benar

23.  IZIN GANGGUAN

DASAR HUKUM :

1. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan;

2. Perda Kabupaten BanyumasNomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas;

3. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 112 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan;

PERSYARATAN :

a. Baru

1. Mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar (bermeterai cukup)

2. Fotocopi izin lokasi (bagi jenis usaha tertentu)

3. Fotocopi KTP bagi Pemohon Perorangan dan atau foto copy Akta Pendirian Badan Hukum bagi pemohon yang berbadan hukum atau foto copy Anggaran Dasar yang disahkan bagi Pemohon Koperasi

4. Fotocopi sertifikat tanah atau surat tanah lain yang dilegalisir oleh Kepala Desa/ Kelurahan setempat

5. Fotocopy tanda lunas Pajak Bumi Bangunan tahun terakhir, NPWP dan atau NPWPD Perusahaan yang bersangkutan

6. Persetujuan tertulis dari tetangga, Dalam hal tetangga tidak mau memberikan persetujuannya maka diterbitkan surat pernyataan dari Kepala Keluurahan/Desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang menerangkan bahwa usaha yang dilaksanakan tidak menimbulkan gangguan, bahaya dan kerugian terhadap lingkungan setelah diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Izin Gangguan

7. Surat perjanjian/pernyataan penggunaan tanah apabila usaha didirikan diatas tanah milik orang lain

8. Syarat-syarat lain sesuai peraturan perundang-unndangan yang berlaku sesuai bidang usahanya (Dokumen Lingkungan, rekomendasi KKOP)

b. Daftar Ulang

1. Mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar (bermeterai cukup)

2. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan dan atau foto copy Akta Pendirian Badan Usaha bagi Pemohon yang berbadan hokum dan foto copy anggaran dasar yang disahkan bagi Koperasi

3. Foto copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir

4. Foto copy Izin Gangguan yang telah habis masa berlakunya

5. Fotocopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

6. Surat perjanjian / Pernyataan penggunaan tanah apabila usaha tersebut didirikan di atas tanah milik orang lain

7. Syarat-syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang usahanya.

c. Pemindahtanganan/Balik Nama

1. Mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar (bermaterai cukup)

2. Fotocopy KTP bagi pemohon perorangan dan atau foto copy Akta Pendirian Badan Usaha bagi Pemohon yang berbadan hokum dan foto copy anggaran dasar yang disahkan bagi Koperasi

3. Fotocopy Tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir

4. Fotocopy Izin Gangguan yang bersangkutan

5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan

6. Surat perjanjian/pernyataan penggunaan tanah apabila usaha didirikan diatas tanah milik orang lain

7. Surat Perjanjian/Pernyataan penggunaan tanah apabila usaha tersebut didirikan di atas tanah milik orang lain

8. Surat pernyataan tidak keberatan dari ahli waris bahwa perusahaan dibaliknamakan kepada pemohon yang dilegalisir oleh Camat setempat atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-undang

TARIF RETRIBUSI :

	LOKASI TEMPAT USAHA
	Klasifikasi tempat usaha per m2

	
	USAHA BESAR
	USAHA MENENGAH
	USAHA KECIL/MIKRO

	
	Tingkat gangguan
	Tingkat gangguan
	Tingkat gangguan

	
	Tinggi
	Sedang
	Rendah
	Tinggi
	Sedang
	Rendah
	Tinggi
	Sedang
	Rendah

	JLN LINGK
	5.000
	4.250
	3.500
	4.500
	3.750
	3.000
	4.000
	3.250
	2.500

	JLN LOKAL
	4.750
	4.000
	3.250
	4.250
	3.500
	2.750
	3.750
	3.000
	2.250

	JLN KOLEKTOR
	4.000
	3.750
	3.000
	4.000
	3.250
	2.500
	3.500
	2.750
	2.000

	JLN ARTERI
	4.250
	3.500
	2.750
	3.750
	3.000
	2.250
	3.250
	2.500
	1.750


MASA BERLAKU : selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali, wajib mendaftar ulang tanpa dipungut retribusi

STANDAR PELAYANAN : 7 (tujuh) hari kerja
24.  IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 14 Tahun 2014 tentang Izin Penyelanggaraan Reklame

PERSYARATAN :

a. Reklame ukuran kecil dan sedang

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar;

2. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy akta pendirian badan bagi pemohon badan atau identitas lain yang sejenis;

3. Surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;

4. Sketsa titik reklame disertai dengan data koordinat garis lintang dan garis bujur;

5. Desain dan tipologi reklame;

6. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan :

a. Dibuat paling lama 7 hari sebelum tanggal permohonan;

b. Pemotretan diambil dari 3 arah dengan jarak 10 m atau jarak proporsional yang menjelaskan kondisi atau gambaran titik reklame yang dimohon

c. Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.

7. Untuk penempatan pada persil yang dikuasai oleh perorangan atau badan ditambahkan surat persetujuan dari pemilik yang menguasai persil;

8. Untuk perpanjangan izin penyelenggaraan reklame ditambahkan foto copy surat izin penyelenggaraan reklame tahun atau periode sebelumnya.

b. Reklame ukuran besar

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar;

2. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan  atau foto copy akta pendirian badan bagi pemohon badan atau identitas lain yang sejenis;

3. Surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;

4. Sketsa titik reklame disertai dengan data koordinat garis lintang dan garis bujur;

5. Desain dan tipologi reklame;

6. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan :

a. Dibuat paling lama 7 hari sebelum tanggal permohonan;

b. Pemotretan diambil dari 3 arah dengan jarak 10 m yang menjelaskan kondisi atau gambaran titik reklame yang dimohon;

c. Pemotretan diambil dari 3 arah dengan jarak 10 m yang menjelaskan kondisi atau gambaran titik reklame yang dimohon.

7. Gambar rencana konstruksi (kecuali untuk reklame menempel) yang terdiri :

a. Gambar denah dengan;

b. Gambar tampak depan dan tampak samping;

c. Gambar potongan;

d. Gambar detail rangka bidang reklame;

e. Gambar detail pondasi atau pile.

8. Perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab konstruksi beserta penyelenggara reklame;

9. Untuk penempatan pada persil yang dikuasai oleh perorangan atau badan ditambahkan surat persetujuan dari pemilik yang menguasai persil;

10. Untuk perpanjangan izin penyelenggaraan reklame ditambahkan fotocopy surat izin penyelenggaraan reklame tahun atau periode sebelumnya.

c. Reklame jenis kain, selebaran, kendaraan, melekat dan udara :

1. Foto copy KTPbagi pemohon perorangan atau foto copy akta pendirian badan bagi pemohon badan atau identitas lain yang sejenis;

2. Surat kuasa bermaterai dari pemohon  bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;

3. Desain dan tipologi reklame;

4. Untuk penempatan pada persil yang dikuasai oleh perorangan atau badan ditambahkan surat persetujuan dari pemilik yang menguasai persil;

5. Khusus untuk reklame kain dan udara ditambahkan sketsa titik reklame disertai dengan data koordinat garis lintang dan garis bujur.

RETRIBUSI :

Bebas retribusi

MASA BERLAKU : 

· Reklame Permanen diberikan dalam jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang;

· Reklame Insidental diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari.

STANDAR PELAYANAN : 5 (lima) hari kerja

25.  IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

2. Peraturan Bupati Banyumas No. 101 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Banyumas.

PERSYARATAN :

a. Baru 

1. Mengisi formulir permohonan yang telah diisi dengan lengkap dan benar

2. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh LPJK

3. Fotocopi KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy Akta Pendirian Badan Hukum bagi pemohon yang berbadan hukum dan foto copy anggaran dasar yang disahkan bagi koperasi. 

4. Fotocopi KTP tenaga Tehnik

5. Fotocopi KTP tenaga non Tehnik

6. Pas foto hitam putih Direktur / Pimpinan ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar

7. Fotocopy Ijasah Direktur / Pimpinan

8. Fotocopi ijazah tenaga Tehnik

9. Fotocopi ijazah tenaga non Tehnik

10. Fotocopi NPWP

11. Fotocopi izin Gangguan (HO)

12. Fotocopi izin Mendirikan Bangunan (IMB)

13. Data kepemilikan peralatan kerja dan kantor serta fotocopi bukti kepemilikannya

14. Data Personalia Perusahaan

15. Data keuangan perusahaan berupa neraca perusahaan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan

16. Surat Keterangan bukan PNS/TNI/POLRI dari desa/kelurahan diketahui Camat setempat, bagi Direktur/Pimpinan

17. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui Camat setempat

18. Gambar lokasi tempat usaha dengan ketentuan :

a. Perusahaan yang mempunyai kualifikasi usaha kecil menggunakan ruangan minimal 12 M2 sebagai tempat kerja

b. Perusahaan yang mempunyai kualifikasi usaha menengah menggunakan ruangan minimal 20 M2 sebagai tempat kerja

c. Perusahaan yang mempunyai kualifikasi usaha besar menggunakan ruangan minimal 30 M2 sebagai tempat kerja

b. Daftar Ulang/Perpanjangan

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar

2. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh LPJK

3. Fotocopi KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy Akta Pendirian Badan Hukum bagi pemohon yang berbadan hukum dan foto copy anggaran dasar yang disahkan bagi koperasi. 

4. Fotocopi izin usaha jasa konstruksi (IUJK) yang lama

5. Fotocopi KTP tenaga Tehnik

6. Fotocopi KTP tenaga non Tehnik

7. Pas photo hitam putih direktur/pimpinan ukuran 4x6, 3 lembar

8. Fotocopi ijazah tenaga Tehnik

9. Fotocopi ijazah tenaga non Tehnik

10. Data kepemilikan peralatan kerja dan kantor serta fotocopi bukti kepemilikannya

c. Perubahan Data IUJK (menyangkut kepemilikan perusahaan)

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar

2. Fotocopi KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy Akta Pendirian Badan Hukum bagi pemohon yang berbadan hukum dan foto copy anggaran dasar yang disahkan bagi koperasi. 

3. Foto copy IUJK yang lama

4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

5. Fotocopi KTP tenaga Tehnik

6. Fotocopi KTP tenaga non Tehnik

7. Pas photo hitam putih direktur/pimpinan ukuran 4x6, 3 lembar

8. Fotocopi ijazah direktur/pimpinan

9. Fotocopi ijazah tenaga Tehnik

10. Fotocopi ijazah tenaga non Tehnik

11. Fotocopi NPWP

12. Fotocopi izin Gangguan (HO)

13. Fotocopi izin Mendirikan Bangunan (IMB)

14. Data kepemilikan peralatan kerja dan kantor serta fotocopi bukti kepemilikannya

15. Data Personalia Perusahaan

16. Data keuangan perusahaan berupa neraca perusahaan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan

17. Surat Keterangan bukan PNS/TNI/POLRI dari desa/kelurahan diketahui Camat setempat, bagi Direktur/pimpinan

18. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui Camat setempat

19. Gambar lokasi tempat usaha.

RETRIBUSI : tidak dipungut retribusi

MASA BERLAKU : 3 (tiga) Tahun
STANDAR PELAYANAN : 6 (enam) hari kerja
26.  IZIN PENGGUNAAN TANAH PEMERINTAH DAERAH (IPTPD)

DASAR HUKUM :

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

PERSYARATAN :

Baru / Daftar Ulang :

1. Mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar

2. Fotocopy KTP (pemohon perorangan)

3. Fotocopi Akta Pendirian Perusahaan, fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada), fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang untuk perusahaan Perseroan Tebatas, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan (untuk Perseroan Terbatas/PT)

4. Fotocopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan (untuk CV dan Firma)

5. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Pengurus Koperasi (untuk Koperasi)

6. Surat pernyataan kesanggupan merawat/ memelihara/ menjaga serta mengganti kerusakan/kerugian akibat penggunaannya

7. Gambar Situasi tanah yang dimohon

8. Fotocopy surat izin yang lama apabila perpanjangan / Daftar Ulang

RETRIBUSI :

Sesuai Peraturan Daerah

MASA BERLAKU : 1 (satu) Tahun
STANDAR PELAYANAN : 6 (Enam) hari kerja
27.   IZIN USAHA ANGKUTAN

DASAR HUKUM :

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan
PERSYARATAN :

a. Baru

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar

2. Fotocopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan, fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada), fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan (untuk Perseroan Terbatas/PT)

3. Fotocopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan (untuk CV dan Firma)

4. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Pengurus Koperasi (untuk Koperasi)

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan (untuk Perorangan)

6. Fotocopi STNK, BPKB

7. Surat keterangan sebagai anggota Organda

8. Surat keterangan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal

b. Pemindahtanganan Izin

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar

2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan, fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada), fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan (untuk Perseroan Terbatas/PT)

3. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Pengurus/Penanggujawab Perusahaan (untuk CV dan Firma)

4. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Pengurus Koperasi (untuk Koperasi)

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan (untuk Perorangan)

6. Fotocopi surat perjanjian pengalihan hak atau surat Pernyataan Tidak Keberatan dari para ahli waris yang melampirkan fotocopi surat kematian pemegang izin

7. Surat bukti memiliki garasi tempat menyimpan kendaraan yang dapat memuat seluruh kendaraaan

8. Fotocopi Izin Angkutan

RETRIBUSI :

Bebas retribusi

MASA BERLAKU : 1 (satu) kali izin selama perusahaan agkutan tersebut masih beroperasi, kecuali ada perubahan atau dipindahtangankan

STANDAR PELAYANAN : 3 (tiga) hari kerja
28.  IZIN USAHA PERIKANAN
DASAR HUKUM :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 49/Permen-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
PERSYARATAN :
a. Baru :

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar;

2. Rencana Usaha, yang meliputi rencana kegiatan usaha, rencana tahapan kegiatan, rencana teknologi yang digunakan, sarana usaha yang dimiliki, rencana pengadaan sarana usaha, rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan rencana pembiayaan.

3. Foto copy KTP pemilik atau penanggung jawab korporasi, dengan menunjukkan aslinya;

4. Foto copy NPWP pemilik atau korporasi dengan menunjukkan aslinya;
5. Surat keterangan domisili usaha;

6. Foto copy akta pendirian korporasi, dengan menunjukkan aslinya;

7. Foto copy Izin Lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat;

8. Foto copy Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;

9. Pas foto ukuran 4 X 6 dan specimen tanda tangan;

10. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

b. Registrasi Ulang :

1. Surat Izin Usaha Perikanan yang akan diregistrasi ulang;

2. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik / penanggung jawab korporasi yang menyatakan :

· Usaha pembudidayaan tidak terdapat perubahan dalam Surat Izin Usaha Perikanan

· Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

RETRIBUSI :

Bebas retribusi
MASA BERLAKU :
Izin berlaku selama kegiatan usahanya masih berjalan dan wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sejak Surat Izin Usaha Perikanan diterbitkan
STANDAR PELAYANAN : 6 (enam) hari kerja

29.  IZIN USAHA PETERNAKAN
DASAR HUKUM :

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

PERSYARATAN :

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar;

2. Fotocopi KTP bagi Pemohon Perorangan dan atau foto copy Akta Pendirian Badan Hukum bagi pemohon yang berbadan hukum atau foto copy Anggaran Dasar yang disahkan bagi Pemohon Koperasi

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Izin Prinsip Penanaman Modal;
5. Good Farming Practice;
6. Upaya Kelestarian lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
7. Izin Gangguan;
8. Izin Mendirikan Bangunan;
RETRIBUSI :

Bebas retribusi

MASA BERLAKU :
Izin berlaku selama kegiatan usahanya berjalan
STANDAR PELAYANAN : 6 (enam) hari kerja

30.  IZIN USAHA MENDIRIKAN RUMAH SAKIT ATAU KLINIK HEWAN
DASAR HUKUM :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner
PERSYARATAN :

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, dan/atau akta pendirian badan usaha yang mengajukan (perorangan, CV, PT, Yayasan, Koperasi, Institusi);
3. Rekomendasi Otoritas Veteriner;
4. Proposal;
5. Permodalan;
6. Daftar tenaga kesehatan hewan disertai dengan sertifikat kompetensi dan dokter hewan praktik penanggung jawab. Dokter hewan praktik yang dilibatkan harus disertai dengan surat tanda registrasi (surat izin hewan praktik)
7. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
8. Foto copy Izin Gangguan.
RETRIBUSI :

Bebas retribusi

MASA BERLAKU :
Izin berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner.
STANDAR PELAYANAN : 3 ( Tiga ) hari kerja
31.  IZIN USAHA TOKO OBAT HEWAN/KIOS/PENGECER

DASAR HUKUM :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009

PERSYARATAN :

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar;

2. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan, Foto copy Akta Pendirian perusahaan bagi Badan Hukum;

3. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;

4. NPWP;

5. Izin Gangguan;

6. Tanda Daftar Perusahaan;

7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

8. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah Setempat, apabila Asosiasi Obat Hewan di daerah belum ada, maka rekomendasi diterbitkan Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat.

RETRIBUSI :

Bebas retribusi

MASA BERLAKU :
Izin berlaku selama kegiatan usahanya masih berjalan

STANDAR PELAYANAN : 6 (enam) hari kerja

32.  IZIN USAHA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN ATAU 

RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS

DASAR HUKUM :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010

PERSYARATAN :

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar;

2. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan, Foto copy Akta Pendirian perusahaan bagi Badan Hukum;

3. NPWP;

4. Izin Gangguan;

5. Izin Mendirikan Bangunan;

6. Daftar tenaga dokter hewan penganggung jawab teknis, tenaga pemeriksa daging (keurmaster) dan juru sembelih halal yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang;
RETRIBUSI :

Bebas retribusi

MASA BERLAKU :
Izin berlaku selama kegiatan usahanya masih berjalan

STANDAR PELAYANAN : 6 (enam) hari kerja

33.  IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT (Type C & D)

DASAR HUKUM :

Peraturan Menteri Kesehatan RI  Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

PERSYARATAN :

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar;

2. Foto copy Akta Pendirian Badan Hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali Instansi Pemerintah / Pemda; 

3. Studi Kelayakan;

4. Master Plan;

5. Detail Engineering Design;

6. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

7. Foto copy sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah atas nama Badan Hukum Pemilik Rumah Sakit;

8. Izin Gangguan / HO

9. SITU;

10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

11. Rekomendasi Dinas Kesehatan.
RETRIBUSI :

Bebas retribusi

MASA BERLAKU :
Izin berlaku 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
STANDAR PELAYANAN : 6 (enam) hari kerja
34.  IZIN MENDIRIKAN KLINIK

DASAR HUKUM :

Peraturan Menteri Kesehatan RI  Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

PERSYARATAN :

1. Mengisi formulir dengan lengkap dan benar;
2. identitas lengkap pemohon; 

3. salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan; 

4. salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 

5. dokumen SPPL untuk Klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk Klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

6. profil Klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan; 

7. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat. 

RETRIBUSI :

Bebas retribusi

MASA BERLAKU :
Izin berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
STANDAR PELAYANAN : 6 (Enam) hari kerja

